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KATA   PENGANTAR  

 

Ungkapan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa 

atas segala Rahmat -Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi 

Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri  Triwulan I Tahun 2021  dapat 

tersusun. Sebagai salah satu unit koordinasi yang berada di lingkup Bidang 

Koordinasi Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri 

berkewajiban menyusun Laporan Capaian  Kinerja berdasarkan Instruksi 

Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dan Pasal 13, Bab IV dalam Peraturan MENPAN -RB No.29 

Tahun 2010 serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, 

dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021  tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.  

Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai bagian dari Sistem 

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara 

untuk mewujudkan tata ke pemerintahan yang baik ( good governance ), 

mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam rangka mencapai opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP). Untuk itu penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Deputi  Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri bertujuan untuk :  

a. Sarana bagi Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dalam rangka 

pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban kinerja;  

b.  Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya penyempurnaan 

kinerja di ma sa mendatang, terutama dalam hal penguatan politik luar 

negeri Indonesia di dunia Internasional.  

Suksesnya program kegiatan yang telah terlaksana secara lebih efektif 

dan efisien sesuai dengan rencana menjadi tolak ukur keberhasilan untuk 

kegiatan di masa yang akan datang, namun  demikian hambatan dan 

kendala selama Triwulan I Tahun 2021  ini akan menjadi bahan evaluasi 

pada perbaikan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri. 
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Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik 

Luar Negeri Triwulan I Tahun 2021  ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

informasi dan evaluasi kinerja guna penyempurnaan program dan kegiatan 

di masa yang akan datang.  

 

 

Jakarta,     April 2021  

Plt. Deputi Bidang  

Koordinasi Politik Luar Negeri,  
 

 

 

DR. PRIBADI SUTIONO  
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RINGKASAN EKSEKUTIF  

 

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mempunyai tugas 

menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ 

Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar neg eri. Dalam 

melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri 

dibantu oleh Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika, 

Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Amerika dan Amerika, Asisten Deputi 

Koordinasi Kerjasama ASEAN, As isten Deputi Koordinasi Kerjasama 

Organisasi Internasional dan Sekretaris Deputi.  

Politik Luar Negeri merupakan arah kebijakan atau strategi suatu 

negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain berdasarkan nilai, 

sikap, arah serta sasaran untuk kepentingan nasional negara dalam lingkup 

dunia internasional. Untuk menciptakan hubungan internasional tersebut 

diperlukan sasaran strategis dalam meningkatkan kualitas diplomasi dan 

kerjasama luar negeri Indonesia serta terselenggaranya daya dukung 

manaj emen unit organisasi yang berkualitas.  

Kemenko Polh ukam telah menetapkan ind ikator dan t arget k iner ja 

yang diguna kan sebagai acua n dalam pengukuran kin er ja. Penetapan 

kin er ja ada lah k ontrak kin er ja dari pemberi amanah (Menko Polhukam) 

kepada penerima amanah (Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri) 

yang dilaks ana kan s elama 1 (sat u ) tahun anggaran beserta t arget 

pencapaiannya. Pada akhir t ahun anggaran penetapan kin er ja diguna kan 

sebagai dasar evalu asi kin er ja dan penilaian kin er ja.  

Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021  dapat terlihat dalam Tabel 

Capaian sebagaimana berikut :  
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Tabel 1 :  

Tabel Capaian  Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri  
Triwulan I Tahun 2021  

 

Sasaran 
Strategis  

Indikator Kinerja  
Target  
2021  

Realisasi 

Triwulan 
I Tahun 

2021  

% 
Realisasi 

2021  

(1) (2) (3) (4) (4) 

1.  Koordinasi, 
Sinkronisasi, 

dan 
Pengendalian 

Bidang 
Politik Luar 
Negeri lintas 

sektoral yang 
efektif;  

 
 
 

 

a. Persentase (%) 
capaian target 

pembangunan 
bidang Politik Luar 

Negeri pada K/L 
dibawah Koordinasi 
Kemenko Polhukam 

sesuai dokumen 
perencanaan 

nasional  

90%  
 

n.a   

b.  Persentase (%) 
rekomendasi 

kebijakan yang 
dapat mendukung 

capaian target 
pembangunan 
bidang Politik Luar 

Negeri dalam 
dokumen 

perencanaan 
nasional  

90%  
 

 
 

100%  114%  

c. Persentase (%) 

rekomendasi 
kebijakan bidang 

Politik Luar Negeri 
yang ditindaklanjuti  

90%  

 
 

66,67%  74% 

2.  Pemenuhan 
Layanan 
Dukungan 

Manajemen 
yang optimal  

a. Nilai SAKIP  BB  n.a   

b.  Nilai PMPRB  19  n.a   

c. Indeks Kepuasan 

Pelayanan 
Sekretariat Deputi  

4 n.a   

d.  Indeks Kualitas 

Perencanaan 
Kinerja dan 

Anggaran Deputi  

75  n.a   
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BAB I  

 PENDAHULUAN  

 

Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang  Koordinasi  Politik  Luar  

Negeri  Triwulan I Tahun 2021  disus un s ebagai ben tuk perta nggun g-

jawaban kin er ja atas pelak sanaan t ugas dan f un gsi Deputi II Bidang  

Koordinasi  Politik  Luar  Negeri.  Amanat penyusunan Laporan Kinerja 

telah ditetapkan dalam Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan 

bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan 

strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, 

Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata 

cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.  

Laporan C apaian Kin er ja Deputi Bidang  Koordinasi  Politik  Luar  

Negeri  Triwulan I Tahun 2021  member ikan i nformasi mengenai 

pencapaian kin er ja dalam  men capai sasaran str ategisn ya melal u i 

pelaksanaan program dan k egiatan Deputi Bidang  Koordinasi  Politik  Luar  

Negeri  Triwulan I Tahun 2021 . Selain wuj ud pert anggun gjawaban atas 

pelak sanaan t ugas dan f un gsi, Laporan Capaian Ki ner ja ini merupa kan 

bentuk akuntabil it as  kepada pub lik s esuai dengan t untu tan reformasi 

birokrasi. Laporan Ca paian Ki ner ja ju ga bermanfaat s ebagai bahan dalam 

rangka pemantauan , penilaian, evalu asi,  dan pengendalian atas k ualitas 

kin er ja sekaligus men jadi pendorong perb aikan kin er ja dalam ra ngka 

terc iptanya tata  kelola kepemer intahan yang baik . 
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 DASAR HUKUM  

1.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;  

2.  Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  

3.  Peraturan Menko Polhukam Nomor 1 Tahun 20 20  tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan ;  

4.  Surat Edaran Sesmenko Polhukam Nomor 121 Tahun 2017 tentang 

Panduan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Ling kungan 

Kemenko Polhukam.  

 

 TUGAS DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR 

NEGERI  

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan Nomor 1 Tahun 2021  tersebut, tugas Deputi Bidang  

Koordinasi  Politik  Luar  Negeri adalah Menyelenggarakan koordinasi dan 

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan 

Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar 

negeri . 

Dalam  pelaksanaan  tugas,  Deputi Bidang  Koordinasi  Politik  Luar  Negeri 

mempunyai fungsi sebagai berikut:  

1.  Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan 

pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang politik 

luar negeri;  

2.  Pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di 

bidang politik luar negeri  

3.  Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

di bidang kerja sama Asia dan Pasifik;  
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4.  Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

di bidang kerja sama Afrika;  

5.  Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaks anaan kebijakan 

di bidang kerja sama Timur Tengah;  

6.  Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

di bidang kerja sama Amerika;  

7.  Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

di bidang kerja sama Eropa;  

8.  Koordinasi dan sink ronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

di bidang kerja sama ASEAN;  

9.  Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

di bidang kerja sama Multilateral;  

10.  Pemantauan, Analisis, Ev aluasi dan Pelaporan di bidang Politik Luar 

Negeri;  

11.  Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian 

dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di 

lingkungan Deputi Bidkoor Pollugri ; 

12.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.  

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungs i, Deputi Bidkoor 

Pollugri melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, 

sebagai berikut:  

1.  Kementerian Dalam Negeri;  

2.  Kementerian Luar Negeri;  

3.  Kementerian Pertahanan;  

4.  Kementerian Hukum dan HAM;  

5.  Kementerian Kominfo;  

6.  Kementerian PAN & RB ; 

7.  Kejaksaan Agung;  

8.  Badan Intelijen Negara  
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9.  Tentara Nasional Indonesia;  

10.  Kepolisian Negara RI;  

11.  Instansi lain yang dianggap perlu.  

 

 STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK 

LUAR NEGERI  

Berdasarkan  Peraturan Menko Polhukam Nomor : 1 Tahun 2021  

tanggal 28 Oktober 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kemenko 

Polhukam, struktur  Deputi  Bidang  Koordinasi Politik Luar Negeri yaitu  

sebagai  berikut:  

1.  Deputi Bidang Koordinasi  Politik Luar Negeri dibantu oleh 5 (lima ) 

orang Pejabat Eselon II yang terdiri dari:  

a. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika;  

b.  Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa  

c. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama ASEAN;  

d.  Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Organisasi Internasional;  

e. Sekretaris Deputi  

2.  Asisten Deputi dibantu oleh Kepala Bidang Kerjasama Politik dan 

Pertahanan ASEAN, Kepala Bidang Kerjasama Hukum, Keamanan 

dan HAM ASEAN, Kepala Bidang Kerjasama Asia dan Pasifik, Kepala 

Bidang Kerjasama Afrika dan Timur Tengah, Kepala Bidang 

Kerjasama Amerika, Kepala Bidang Kerjasama Eropa, Kepala Bidang 

Kerjasama Politik, Keamanan dan Pertahanan Internasional , Kepala 

Bidang Kerjasama Hukum, HAM d an Kemanuasiaan Internasional 

serta para analis kebijakan . 

3.  Sekretariat atau Tata Usaha, terdiri dari Sekretaris  Deputi  setingkat  

Eselon II dibantu  oleh Kepala  Bagian  Program dan Evaluasi, Kepala 

Bagian Tata Usaha dan Umum, Kepala Sub Bagian Penyusunan 

Program, Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi, Kepala Sub 
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Bagian Tata Usaha , Kepala Sub Bagian Umum, Analis Tata Usaha, 

Pengadministrasi Umum dan Staf Tata Usaha . 

 

Gambar 1 :  
STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDKOOR POLLUGRI  
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 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI  
 

Mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, 

dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021  tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Deputi 

Bidang Koordinasi Politik Lu ar Negeri mempunyai tugas 

menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, 

dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan 

Kementerian/Lembaga yang terkait  dengan isu di bidang Politik Luar 

Negeri.    

Dalam melaksanakan tugas seba gaimana dimaksud dalam Deputi 

Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:  

a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan 

kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang 

politik luar negeri;  

b.  pengendalian  pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang 

terkait dengan isu di bidang politik luar negeri;  

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik luar 

negeri; dan  

d.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oIeh Menteri Koordinator.  

 

 PERMASALAHAN UTAMA  

Dinamika geopolitik global berpengaruh terhadap masa depan 

pembangunan Indonesia. Persaingan antar kekuatan besar dunia 

menimbulkan depolarisasi pusat geopolitik baik di Barat (Amerika dan 

Eropa) maupun di kawasan Timur (Asia). Selain it u, terdapat dinamika 

geopolitik berupa sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS). Klaim dan 

ekspansi militer Tiongkok di LTS meningkatkan ketegangan di kawasan. 

Amerika Serikat (AS) merespons Tiongkok dengan menggelar 

kekuatannya di LTS. ASEAN telah mengupayaka n pembentukan Code of 

Conduct (CoC) untuk menyelesaikan permasalahan ini tetapi pada 

prosesnya menemui hambatan.  
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Mudahnya pergerakan aktor non negara secara trans -nasional 

membuat dinamika ancaman non tradisional menjadi isu strategis bagi 

Indonesia. Isu permasalahan utama yang mendapat perhatian besar 

adalah: (1) Terorisme; (2) Perdagangan manusia, khususnya pada 

perempuan dan anak Indonesia yang rentan menjadi korban 

perdagangan manusia; (3) Peredaran gelap dan penyalahgunaan 

narkotika, terutama dengan makin intensnya penyelundupan narkotika 

ke Indonesia; (4) illegal, unreported and unregulated  (IUU) fishing  yang 

sering terjadi di wilayah laut Indonesia; dan (5) Keamanan siber.  

Sementara itu, isu lain yang perlu menjadi perhatian Indonesia adalah 

melemahnya multilateralisme dan populisme. Kedua isu ini berdampak 

pada pelemahan tata kelola global, yang mendorong negar a-negara 

cenderung mengeluarkan kebijakan unilateral.  

Prioritas kebijakan bidang kerjasama pembangunan internasional 

saat ini adalah mendukung kerja sama pembangunan internasional 

dalam peningkatan perdagangan dan investasi untuk mendorong 

pertumbuhan ekon omi yang berkualitas. Dalam melaksanakan 

kebijakan tersebut, beberapa isu yang dihadapi antara lain:  

Å Penguatan pelaksanaan Kerja Sama SelatanSelatan dan Triangular 

(KSST) untuk mendukung peningkatan perdagangan dan investasi 

melalui pertukaran pengetahuan dan keahlian.  

Å Dari sisi kelembagaan, diperlukan pembentukan mekanisme dan 

pengelolaan pendanaan satu pintu agar kerjasama pembangunan 

internasional dapat dilaksanakan secara integratif, tepat sasaran, dan 

memberikan manfaat bagi kepentingan nasional  

Å Dari s isi pendanaan, perlunya pemanfaatan sumber -sumber dan 

mekanisme pendanaan baru, misalnya skema kredit ekspor melalui  

Å Pada Aspek Sosial -budaya , Citra positif Indonesia sangat penting 

dalam pergaulan Internasional, sehingga Indonesia perlu melakukan 

diplomasi publik, termasuk kerja sama pembangunan internasional.  
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Indonesia telah memiliki modal dalam melakukan diplomasi publik, 

yaitu negara demokrasi, masyarakat pluralistik dan toleran, ekonomi 

progresif, keanekaragaman budaya, dan diaspora Indonesia. Meskipun 

demikian, diperlukan penguatan koordinasi dalam pelaksanaan 

diplomasi publik mengingat ada banyak aktor yang terlibat. Selain itu, 

perlu ada kesepakatan tentang visi citra Indonesia yang akan 

ditampilkan kepada publik internasional.  

 

Dalam rangka meningkatkan optimalisasi kebijakan luar negeri  

terdapat target program prioritas, yaitu m emperkuat integritas wilayah 

NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri . 

Indonesia telah menjadi anggota aktif di 233 organisasi/forum 

internasional, seperti  ASEAN, G20, dan PBB. Indonesia perlu 

memanfaatkan keanggotaannya untuk kepentingan nasional. Inisiatif 

dan posisi yang disampaikan Indonesia di dalam organisasi/forum 

internasional dapat meningkatkan pengaruh Indonesia di tatanan 

internasional.Pada tingka t domestik, perlu penataan peran dan fungsi 

K/L dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri, khususnya peningkatan 

koordinasi antara Kementerian Luar Negeri dan K/L terkait agar 

Indonesia dapat segera menindaklanjuti kesepakatan atau komitmen di 

tingkat intern asional. Selain itu, perlu pengaturan kewenangan Kepala 

Perwakilan dan pejabat perbantuan di Perwakilan RI sehingga dapat 

memperjelas hak dan kewajiban pejabat perbantuan di Perwakilan RI.  

 

 SUMBER DAYA ORGANISASI /SUMBER DAYA MANUSIA  

1. Anggaran  

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kedeputian Bidang 

Koordinasi Politik Lua r Negeri TA. 2021  sebesar Rp .  7.234.603 .000 ,-. 

Anggaran untuk  dengan rincian seperti pada tabel berikut  : 
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Tabel 2 : 
Anggaran  Kedeputian Bid ang Koord inasi Politik Luar Negeri Tahun 2021 

2.  Sumber Daya Manusia  

Berdasarkan Peraturan Menko Polhukam Nomor 1 Tahun 20 21  

tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Kemenko Polhukam, 

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri  didukung oleh:  

1.  Sekretariat Deputi;  

1.1.  Bagian Administrasi  

1.2.  Kelompok Jabatan Fungsional.  

2.  Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika  

2.1.  Bidang Kerjasama Bilateral Asia dan Pasifik;  

2.2.  Kelompok Jabatan Fungsional.  

3.  Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa  

3.1.  Bidang Kerjasama Bilateral Amerika  

3.2.  Kelompok Jabatan Fungsional.  

4.  Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama ASEAN  

4.1.  Bidang Politik dan Pertahanan ASEAN;  

4.2.  Bidang Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia ASEAN ; 

4.3.  Kelompok Jabatan Fungsional.  

5.  Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Organisasi Internasional  

5.1.  Bidang Politik, Keamanan, dan Pertahanan Internasional;  

5.2.  Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan 

Internasional.  

5.3.  Kelompok Jabatan Fungsional.  

6.  Kelompok Jabatan Fungsional.  

6.1.  Fungsional Tertentu;  

6.2.  Fungsional Umum.  

Kode  Uraian  Jumlah (Rp)  

ABC.001  Koordinasi Kerjasama  Asia, Pasifik dan Afrika  1.777.225.000 

ABC.001  Koordinasi Kerjasama  Amerika Eropa  1.579.455.000 

ABC.001  Koordinasi Kerjasama ASEAN 1.718.619.000 

ABC.001  Koordinasi Kerjasama Organisasi Internasional  1.129.195.000 

EAC Sekretaiat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri  1.030.109.000 

Total Anggaran  Kedeputian Bid . Koord . Politik Luar Negeri 2021   7.234.603.000  
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BAB II  

PERJANJIAN KINERJA  

 

Rencana Kin er ja Tahun an s ebagai bagian yang ti dak t erpisa hkan dari 

sist em akuntabil it as k iner ja ins tansi pemer in tah meru pakan upaya dalam 

membangun manajemen pemer intahan yang tra nsparan , par t is ipat if, 

akun tabel, dan beror ientasi hasi l. Selan ju tnya,penetapan ki ner ja disus un 

sebagai k omitmen dari re ncana kin er ja t ahu nan yang harus dicapai oleh 

ins tan si pemer in tah dalam ra ngka  menin gkatkan efekti vit as dan  

akun tabil it as ins tan si Pemer intah.  

A.  RENCANA STRATEGIS  

 

Rencana Strategis Deputi Bidkoor Pollugri  2021 -2024  mencakup visi, 

misi, program dan Indikator Kinerja. Rencana strategis ini berorientasi 

pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu  5 (lima) tahun yaitu 

Triwulan I Tahun 2021  sampai dengan tahun 2024 , dengan 

memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman serta isu -isu strategis.  

 

1.  Visi, Misi dan Tujuan  

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidkoor Pollugri 

menetapkan Visi yang ingin diwujudkan, maka Visi Deputi Bidkoor 

Pollugri adalah  

 

  

Meningkatkan Kapasitas Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Pengendalian Dalam Rangka Mendukung Tujuan 

Nasional di bidan g Politik Luar Negeri  
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Guna mewujudkan visi tersebut, Sekretarias Deputi Bidkoor 

Pollugri menetapkan Misi  yang diharakan menjadi arah pelaksanaan 

kegiatan demi terwujudnya visi yang telah ditetapkan yaitu  : 

 

Tujuan yang ingin dicapai Deputi Bidkoor Pollugri dalam 

pembangunan bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada tahun 

2018 adalah  

a) Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian 

dalam dalam mendukung tujuan nasional di bidang politik luar 

negeri;  

b) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisian di bidang 

pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan 

kelembagaan; dan  

c) Meningkatkan kualitas organisasi dan sumber daya manusia 

Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.  

 

2.  Strategis Kebi jakan   

Dalam rangka mencapai  tujuan Deputi Bidang Koordinasi 

Politik Luar Negeri tersebut mak a disusunlah sasaran strategis 

beserta indik ator untuk lima tahun kedepan yaitu  

  

a.  Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan 

pengendalian dalam dalam mendukung tujuan nasional di 

bidang politik luar negeri ; 

b.  Meningkatkan kualitas organisasi dan sumber daya 

manusia Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri . 
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Tabel 3: 

Sasaran Strategis dan Indikator Kerja Utama  
Deputi BidKoor Pollugri  

 

Sasaran Strategis  Indikator Kinerja  

1.  Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan 
Pengendalian 

Bidang Politik Luar 
Negeri lintas 

sektoral yang efektif;  
 
 

 
 

a. Persentase (%) capaian target 
pembangunan bidang Politik Luar 
Negeri pada K/L dibawah Koordinasi 

Kemenko Polhukam sesuai dokumen 
perencanaan nasional  

b.  Persentase (%) rekomendasi kebijakan 
yang dapat mendukung capaian target 

pembangunan bidang Politik Luar 
Negeri dalam dokumen perencanaan 
nasional  

c. Persentase (%) rekomendasi kebijakan 
bidang Politik Luar Negeri yang 

ditindaklanjuti  

2.  Pemenuhan 

Layanan Dukungan 
Manajemen yang 

optimal  

e. Nilai SAKIP  

f.  Nilai PMPRB  

g. Indeks Kepuasan Pelayanan 
Sekretariat Deputi  

h.  Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja 
dan Anggaran Deputi  

 

B.  PERJANJIAN  K IN ERJA   

Kemenko Polh ukam telah menetapkan ind ikator dan t arget 

k iner ja yang diguna kan sebagai acua n dalam pengukuran kin er ja. 

Penetapan kin er ja adalah k ontrak kin er ja dari pemberi amanah (Menko 

Polhukam) kepada penerima amanah (Deputi Bidang Koordinasi Politik 

Luar Negeri) yang dilaks ana kan s elama 1 (sat u ) tahun anggaran beserta 

target pencapaiannya. Pada akhir t ahun anggaran penetapan kin er ja 

diguna kan s ebagai dasar evalu asi kin er ja dan penilaian kin er ja. Adapun 

penetapan kin er ja Deputi Bidang  Koordinasi Politik Luar Negeri Triwulan 

I Tahun 2021  adalah s ebagai ber iku t:  
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Tabel  4: 

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri  
Triwulan I Tahun 2021  

 
Sasaran Strategis  Indikator Kinerja  Target  

(1) (2) (3) 

1.  Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan 
Pengendalian Bidang 
Politik Luar Negeri 
lintas sektoral yang 
efektif;  

a. Persentase (%) capaian target 
pembangunan bidang Politik Luar Negeri 
pada K/L dibawah  Koordinasi Kemenko 
Polhukam sesuai dokumen perencanaan 
nasional  

90% 
 
 
 
 

b.  Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang 
dapat mendukung capaian target 
pembangunan bidang Politik Luar Negeri 

dalam dokumen perencanaan nasional  

 
90% 

 

 

c. Persentase (%) rekomendasi kebijakan 
bidang Politik Luar Negeri yang 
ditindaklanjuti  

90% 
 
 

2.  Pemenuhan Layanan 
Dukungan 
Manajemen yang 
optimal  

d.  Nilai SAKIP  BB  

e. Nilai PMPRB  18  

f.  Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat 
Deputi  

4 

g. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan 
Anggaran Deputi  

66,67  

 

Tabel 5: 
Penjelasan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri  

Triwulan I Tahun 2021  

 

Indikator Kinerja  Penjelasan Indikator Kinerja  

1) Persentase (%) capaian 
target pembangunan 
bidang Politik Luar 
Negeri pada K/L 
dibawah  Koordinasi 
Kemenko Polhukam 
sesuai dokumen 
perencanaan nasional  

1) Indeks Pelayanan & Perlindungan WNI & BHI 
di Luar Negeri;  
K/L Teknis  : Kementerian Luar Negeri  
Target 2021  : 87  

2) Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional;  
K/L Teknis  : Kementerian Luar Negeri  
Target 2021  : 3,8 3 

3) Jumlah Forum Yang Dipimpin oleh Indonesia 
Pada Forum Regional dan Multilateral  

K/L Teknis  : Kementerian Luar Negeri  
Target 2021  : 11 

2) Persentase  (%) 
rekomendasi kebijakan 
yang dapat mendukung 
capaian target 
pembangunan bidang 
Politik Luar Negeri 
dalam dokumen 
perencanaan nasional  

Perhatian besar pada dokumen perencanaan 
nasional mencakup isu -isu :  
1) Indeks Pelayanan & Perlindungan WNI & BHI ; 
2) Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional;  
3) Jumlah Forum Yang Dipimpin oleh Indonesia 

Pada Forum Regional dan Multilateral ; 
4) Terorisme;  
5) Tran snational  Crime;  
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Indikator Kinerja  Penjelasan Indikator Kinerja  

6) Perdagangan manusia;  
7) Peredaran gelap dan penyalahgunaan 

narkotika,  
8) illegal, unreported and unregulated (IUU) 

fishing yang sering terjadi di wilayah laut 
Indonesia; dan  

9) Keamanan siber.  

3) Persentase (%) 
rekomendasi kebijakan 
bidang Politik Luar 
Negeri yang 
ditindaklanjuti  

Rata -rata capaian persentase rekomendasi 
kebijakan dari masing -masing keasdepan di 
Kedeputian  Bidang Koordinator Politik Luar Negeri 
yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait  

4) Nilai SAKIP  Penilaian Inspektorat Kemenko Polhukam atas 
pelaksanaan Sistem AKuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah di Lingkungan Kedeputian Bidang 
Koordinasi Politik Luar Negeri  

5) Nilai PMPRB  Penilaian Mandiri Inspektorat Kemenko Polhukam 
bersama Kedeputian Bidang Koordinasi Politik 
Luar Negeri atas pelaksanaan Sistem Reformasi 
Birokrasi di Lingkungan Kedeputian Bidang 
Koordinasi Politik Luar Negeri  

6) Indeks Kepuasan 
Pelayanan Sekretariat 
Deputi  

Penilaian atas pelayanan Kesekretariatan 
Lingkungan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik 
Luar Ne geri  

7) Indeks Kualitas 
Perencanaan Kinerja 
dan Anggaran Deputi  

Penilaian Biro Perencanaan dan Organisasi atas 
pelaksanaan Perencanaan Kinerja dan Anggaran di 
Lingkungan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik 
Luar Negeri  

 

Perjanjian Kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri 

Triwulan I Tahun 2021  tersebut diimplementasikan melalui program 

peningkatan koordinasi bidang Pol lugri dengan tujuan meningkatkan 

efektivitas dan sinkronisasi kebijakan dan sasaran meningkatnya 

kualita s rekomendasi kebijakan bidang P ollugri. Untuk mencapai tujuan 

dan sasaran tersebut dilaksanakan kegiatan melalui:  

1.  Koordinasi kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika  

2.  Koordinasi  kerjasama  Amerika Eropa  

3.  Koordinasi  kerjasama ASEAN  

4.  Koordinasi  kerjasama  Organisasi  Internasional  

5.  Layanan Kesekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri  
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Jumlah Anggaran yang dialokasikan  dalam  rangka  mendukung 

kegiatan Bidang Koordinasi Politik Luar N egeri  adalah  sebesar  

Rp_7.234.603.000 ,- (Tujuh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam 

Ratus Tiga  Ribu Rupiah ) . 
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BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA  

A.  Pengukuran Capaian Kinerja  Triwulan I Tahun 2021  

Pengukuran kin er ja Deputi Bidang  Koordinasi  Politik  Luar  Negeri  

dilakukan dengan memb and in gkan t arget kin er ja dengan r ealisasi dari 

indikator S asaran Str ategis. S ecara gar is besar c apaian kin er ja Deputi 

Bidang  Koordinasi  Politik  Luar  Negeri  Triwulan I Tahun 2021  per tanggal  

31 Maret  2021  dapat  terlihat  pada tabel ber iku t:  

Tabel  6: 

 Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021  
 

Sasaran 
Strategis  

Indikator Kinerja  Target  
2021  

Realisasi  
Triwulan 
I Tahun 

2021  

% 
Capaian 

2021  

(1) (2) (3) (4) (4) 

1.  Koordinasi, 
Sinkronisasi, 
dan Pengen -
dalian Bidang 
Politik Luar 
Negeri lintas 
sektoral yang 
efektif;  
 

a. Persentase  (%) capaian 
target pembangunan bidang 
Politik Luar Negeri pada K/L 
dibawah Koordinasi 
Kemenko Polhukam sesuai 
dokumen perencanaan 
nasional  

   90%  
 

n.a   

b.  Persentase (%) rekomendasi 
kebijakan yang dapat 
mendukung capaian target 
pembangunan bidang Politik 
Luar Negeri dalam dokumen 
perencanaan nasional  

90% 
 
 
 

100%  114%  

c. Persentase (%) rekomendasi 
kebijakan bidang Politik 
Luar Negeri yang 
ditindaklanjuti  

90% 
 
 

66,67%  74% 

2.  Pemenuhan 
Layanan 
Dukungan 
Manajemen 
yang optimal  

d.  Nilai SAKIP  BB  n.a   

e. Nilai PMPRB  18  n.a   

f.  Indeks Kepuasan Pelayanan 
Sekretariat Deputi  

4 n.a   

g. Indeks Kualitas 
Perencanaan Kinerja dan 
Anggaran Deputi  

75  n.a   
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B.  Evalu asi dan Anal is is C apai an Ki ner ja Tahun Anggaran  2021  

Pencapaian dari sasaran strategis De puti Bidang  Koordinasi  Politik  

Luar  Negeri  Triwulan I Tahun 2021  sesuai dengan Perjanjian Kinerja 

didukung oleh  Indikator Kinerja dengan analisis capaian kinerja sebagai 

berikut:  

ü Sasaran Strategis : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian 

Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif  

1.  Indikator Kinerja 1 : Persentase (%) capaian target pembangunan 

bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah 

Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai 

dokumen perenc anaan nasional . 

Berdasarkan dokumen perencanaan nasional, adapun target 

pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah 

Koordinasi Kemenko Polhukam dibawah koordinasi, sinkronisasi dan 

pengendalian Kedeputian Koordinasi Bidang Politik Luar Negeri, yaitu:  

a) Indeks Pelayanan & Perlindungan WNI & BHI di Luar Negeri;  

b) Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional;  

c) Jumlah Forum Internasional  

 

Tabel  7:  
 Capaian Target Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri Pada K/L 

Dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam Sesuai Dokumen Perencanaan 
Nasional  Triwulan I Tahun 2021  

Indikator Kinerja  
Target 

2021  

Capaian 

2021  

% Capaian 

2021  

a) Indeks Pelayanan & Perlindungan WNI 
& BHI di Luar Negeri  

87  n.a  n.a  

b) Indeks Citra Indonesia di Dunia 
Internasional  

3,83  n.a  n.a  

c) Jumlah Forum Yang Dipimpin oleh 
Indonesia Pada Forum Regional dan 
Multilateral   

11  n.a  n.a  

Rata ð rata Realisasi  2021  = n.a  % 

Target Capaian 2021  = n.a  % 

Persentase Capaian 2021  = % 
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a) Indeks Pelayanan & Perlindungan WNI & BHI di Luar Negeri;  

Sejak awal 202 0, hampir seluruh negara di dunia 

menghadapi wabah infeksi virus corona baru yang membuat 

pemerintah masing -masing sibuk berupaya mencegah penularan 

lebih lanjut demi keselamatan warga negara. Perlindungan warga 

negara Indonesia (WNI) sejak awal selalu menjadi salah satu 

prioritas utama kebijakan luar negeri pemerintah.  

Target Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri,  òPelayanan 

dan Perlindungan WNI dan BHI ó diperoleh berdasarkan koordinasi 

yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. P engukuran capaian 

Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI melalui 3 (tiga) 

indicator , yaitu:  

1.  Sub IKU -1: Persentase  Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di luar 

negeri,  

2.  Sub IKU -2: Indeks Pemanfaatan dan  Pengembangan Sistem  

Informasi Pelayanan dan  Pelindungan Terpadu  

3.  Sub IKU -3: Indeks Sistem Kelembagaan Perlindungan WNI dan 

BHI di luar negeri, dan  

4.  Sub IKU -4: Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di luar 

negeri.  

 

Pengukuran Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan 

BHI dilakukan pada akhir Triwulan I Tahun 2021 . Kemenko 

Polhukam tidak langsung berkontribusi  kepada pengukuran dan 

penghitungan Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI 

Triwulan I Tahun 2021  namun melalui koordinasi, sinkrosnisasi 

dan pengendalian berkontribusi dalam meningkatkan Indeks 

Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI Triwulan I Tahun 

2021  Triwulan I Tahun 2021 , hal tersebut dilakukukan melalui  

Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri  (Sub 

IKU -3), antara lain : 
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1.  Penanganan pemulangan WNI terkait Kasus Terorisme di 

Malaysia dan Filipina ; Menko Polhukam meminta kepada K/L 

terkait agar pemulangan WNI te rkait Kasus Terorisme di 

Malaysia dan Filipina  dapat dilakukan secara low profile dan 

tetap mengedepankan soft diplomacy  dengan negara Malaysia 

dan Filipina . 

 

Tabel 8: 
Perbandingan Capaian Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan 

BHI  Tahun 201 8 ð 2021  

 2018  2019  2020  2021  

Target  82,21  83,68  86  87  

Realisasi  98,49  89,91  88,35  n.a  

Capaian  95,00%  94,50%  102,73% n.a  

 

Selama 3 tahun terakhir, capaian Indeks Pelayanan dan 

Perlindungan WNI dan BHI  menunjukkan penurunan . Hal ini 

dikarenakan terdapat perubahan pengukuran, yaitu Indeks 

Pemanfaatan dan  Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan 

Pelindungan Terpadu merupakan Sub IKU baru yang  belum didukung 

unit kerja struktural secara formal . Pada Triwulan I Tahun 2021  

terda pat berbagai perubahan akibat pandemi Covid -19  yang telah 

mengakibatkan perubahan pada berbagai bentuk dan jadwal kegiatan, 

serta berbagai  tantangan pra Covid -19 yang masih ada dan di luar 

kendali pemerintah.  

 

Salah satu faktor utama yang menghambat pencap aian target 

kinerja antara lain adalah  Pandemi  Covid -19. Pandemi memicu 

peningkatan masalah dan kasus yang dialami oleh WNI yang berada di 

luar  negeri juga mempengaruhi pelaksanaan beberapa kegiatan. 

Berbagai kegiatan pelayanan dan  pelindungan WNI harus dibatalkan, 

dijadwalkan ulang, atau diubah formatnya pada  Triwulan I Tahun 2021 . 

Perubahan ini sangat mempengaruhi hasil dan efektivitas berbagai 
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kegiatan.   Lebih lanjut, tantangan dari tahun -tahun sebelumnya pada 

masa sebelum pandemi  juga masih  ada, yaitu:  

1) banyaknya faktor eksternal yang mempengaruhi proses penyelesaian 

kasus seperti: kebijakan pemerintah setempat, termasuk kebijakan 

protokol kesehatan (lockdown, terbatasnya jam pelayanan kantor 

pemerintahan dsb) yang menghambat pros es penyelesaian kasus,  

2) ketersediaan moda transportasi repatriasi,  

3) keberadaan alat bukti, saksi, dan sistem hukum negara asing, dan  

4) proses koordinasi di dalam negeri untuk penanganan kasus juga 

kerap dihadapkan pada kendala keterbatasan kapasitas yang ada  

pada kementerian/lembaga/instansi dalam tindak lanjut 

penanganan kasus di dalam negeri.  

 

Pandemi Covid -19 yang masih menjangkiti akan terus 

mempengaruhi WNI yang tinggal dan  bekerja di luar negeri serta cara 

WNI bepergian ke luar negeri. Kontraksi ekonomi  dan sosial akan terus  

berlangsung paling tidak hingga 1 tahun ke depan. Dapat diprediksikan 

WNI akan terus mengalami  berbagai masalah ketenagakerjaan, 

keimigrasian maupun masalah lainnya akibat dari kontraksi ekonomi  

dan sosial tersebut. Apabila kegiatan pelindungan WNI di luar negeri dan 

upaya menghadapi tantangan  penyelesaian kasus dapat terus 

dilaksanakan, target peningkatan kualitas pelayanan dan pelindungan  

WNI pada tahun 2021 akan dapat dicapai. Untuk itu, diperlukan strategi 

penyeimbang sel ain  penanganan kasus yang tepat dan berpihak, yaitu 

upaya prevensi dengan kegiatan edukasi kepada  masyarakat agar 

terhindar dari masalah di luar negeri, penguatan kapasitas kelembagaan 

pelayanan  pelindungan, pemanfaatan teknologi informasi untuk 

pelayanan dan pelindungan dan penguatan  diplomasi pelindungan.  

 

b) Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional;  

Meningkatnya Citra Indonesia di Dunia Internasionaló bertujuan 

untuk meningkatkan visibilitas citra atau image  Indonesia kepada 
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masyarakat internasional. D alam rangka mencapai tujuan tersebut, 

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya khususnya melalui 

diplomasi soft power .  

 

 

Gambar 2. The 7 th  Indonesia -Australia ministerial Council Meeting on 

Law and Security (MCM RI -Australia ke -7)  
 

Pengukuran Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional, 

menggunakan metode Anholt  
 

 

Indikator tersebut diukur dengan menggunakan metode Anholt 

yang dilakukan dengan penilaian pada 6 (enam) dimensi yaitu:  

1.  Governance  yakni mengukur opini publik tentang òCompetency dan 

Fairnessó termasuk komitmen suatu negara (Indonesia) terhadap 

isu -isu global;  
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2.  Export  yakni mengukur opini publik tentang citra produk dan  jasa 

yang dihasilkan suatu negara (Indonesia);  

3.  Tourism , yakni mengukur ketertarikan publik untuk mengunjungi 

suatu negara (Indonesia) baik untuk wisata alam maupun menonton 

atraksi atau program pariwisata;  

4.  Investment and Immigration , yakni mengukur ketert arikan atau 

minat publik untuk tinggal, berinvestasi, atau belajar di suatu 

negara (Indonesia), termasuk pandangan mereka tentang kualitas 

hidup dan lingkungan bisnis di Indonesia;  

5.  Culture and Heritage , yakni mengukur ketertarikan publik pada 

Budaya Warisa n maupun Kontemporer suatu negara (Indonesia);  

6.  People, yakni mengukur pandangan publik tentang reputasi 

penduduk suatu negara (Indonesia) tentang kompetensi, 

keterbukaan, keramahtamahan, dan nilai -nilai universal seperti 

toleransi.  

 

Penghitungan target òIndeks Citra Indonesia di Dunia 

Internasionaló diukur melalui survei yang dilakukan oleh 129 (seratus 

dua puluh sembilan) Perwakilan RI di luar negeri, tidak termasuk 3 (tiga) 

Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI), dengan menyasar 

masyarakat asing non -WNI di luar negeri. Masyarakat asing tersebut 

dapat terdiri dari mahasiswa, masyarakat umum setempat, pemerintah 

setempat, parlemen, media, akademisi, LSM, serta counterpart  terkait 

lainnya.  

Kemenko Polhukam tidak langsung berkontribus i kepada 

pengukuran dan penghitungan citra Indonesia di dunia internasional  

namun melalui koordinasi, sinkrosnisasi dan pengendalian, Kemenko 

Polhukam berkontribusi dalam meningkatkan Indeks Citra Indonesia di 

Dunia Internasional tahun 202 1, hal tersebut dilakukukan melalui 

peningkatan dimensi : 




